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Abstrak 

Kesejahteraan masyarakat Papua Barat yang digambarkan dengan kondisi ekonomi makro masih sangat jauh dari 
harapan yang diinginkan. IPM Papua Barat sejak berdirinya Provinsi ini selalu berada pada rangking 2-3 paling 
bawah dari 32-34 provinsi. Jumlah penduduk miskin meskipun menurun setiap tahunnya namun masih diatas 
rata-rata nasional. Dilain pihak dana pembangunan yang sudah digunakan untuk membangun ekonomi di Papua 
Barat cukup besar. Dari gambaran tersebut perlu dipertanyakan apakah pengelolaan keuangan telah memberikan 
perubahan terhadap kinerja ekonomi Provinsi papua Barat? Kesimpulan penelitian: 1) Selama lima tahun 
terakhir pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan disebabkan ketergantungan perekonomian Papua Barat 
lebih didominasi oleh sektor migas, pertambangan yang selama kurun waktu tersebut mengalami penurunan 
output, 2) Indikator pembanguan tingkat pengangguran cenderung menurun dan berfluktuasi disebabkan oleh 
menurunnya jumlah eksport pada sektor sektor migas dan pertambangan sehingga mempengaruhi penyerapan 
tenaga kerja pada semua sektor dan terjadi peningkatan output pada sektor pertanian, konstruksi dan administrasi 
pemerintah serta jasa lainnnya, 3) Peningkatan alokasi belanja modal selama 5 tahun terakhir tidak konsisten dan 
lebih banyak dialokasikan untuk pengadaan mesin, bangunan dan tanah sehingga kurang memberikan dorongan 
terhadap penciptaan output pada sektor-sektor yang produktif, 4) Alokasi belanja terhadap sektor strategis 
pertanian hanya 3-4.6 persen dari alokasi belanja selama 5 tahun yang mengakibatkan pendapatan golongan 
menengah kebawah mengalami stagnan, 5) Efektifitas alokasi belanja kurang sinkron dengan tujuan yang 
dicapai karena alokasi belanja lebih didominasi oleh belanja administrasi pemerintah. 

Kata Kunci : Kesejahteraan, kinerja ekonomi, alokasi belanja, efektifitas 

Abstract 
The welfare of the people of West Papua who are depicted by macroeconomic conditions are still very far from 
the desired expectations. West Papua's HDI since the establishment of the Province has always been ranked at 
the bottom 2-3 of 32-34 provinces. The number of poor people although decreasing every year is still above the 
national average. On the other hand the development funds that have been used to build the economy in West 
Papua are quite large. From this description it needs to be questioned whether financial management has 
changed the economic performance of West Papua Province? The conclusion are 1) West Papua is more 
dominated by the oil and gas sector, mining which during this period experienced a decline in output, 2) the 
number of exports in the oil and gas sector and mining sector affecting employment in all sectors 3) Increased 
allocation of capital expenditure over the past 5 years is inconsistent and less giving encouragement to the 
creation of output in productive sectors, 4) Allocation of expenditure to the agricultural strategic sector is only 3 
to 4.6 percent of expenditure allocation which results in stagnant middle and lower income, 5) Effectiveness of 
expenditure allocation less synchronous because spending allocations are dominated by government 
administration spending. 

Key words: Welfare, economic performance, expenditure allocation, effectiveness 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan ekonomi pada setiap daerah ditun-
tut agar mengembangkan potensi-potensi ekono-
mi yang mampu menggerakkan perekonomian 
daerah melalui perencanaan pembangunan 
ekonomi yang rasional (efisien dan efektif) 
berdasarkan karakteristik daerah dan sektor 
unggulan serta mengarah kepada visi dan misi 
pembangunan di daerah yang termuat dalam 
Rencana Pembangunan Daerah. Melalui proses 
pembangunan ekonomi, sektor-sektor ekonomi 
memilik keterkaitan antara sektor yang satu 
dengan sektor lainnya. Secara makro untuk me-
ngembangkan satu sektor ekonomi memerlukan 
input/masukan dari sektor lain. Untuk tujuan 
tersebut sangat diperlukan pemilihan alat analisis 
yang tepat dalam model ekonomi regional yang 
mampu mendeteksi sektor-sektor unggulan, 
tingkat penyerapan tenaga kerja sektoral dan 
tingkat pendapatan. Secara rasional, output dari 
suatu program pembangunan bisa menjadi input 
bagi program pembangunan yang lain. 

Output yang dihasilkan dari suatu program 
pembangunan didasarkan atas pembiayaan yang 
termuat dalam program tersebut, karena dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 
Tahun 2010 dinyarakan bahwa analisis penge-
lolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk 
menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau 
kemampuan keuangan daerah dalam mendanai 
penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisis 
ini didasarkan atas informasi yang dapat 
mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah 
seperti angka rata-rata pertumbuhan pendapatan 
daerah masa lalu, asumsi indikator makroeko-
nomi, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi 
pendapatan daerah serta kebijakan di bidang 
keuangan negara. 

Penggunaan model makroekonomi regional 
dalam mekanisme perencanaan pembangunan 
ekonomi berawal dari analisis untuk mengetahui 
potensi ekonomi dan karekteristik sektoral 
dengan demikian diharapkan para perencana di 
daerah dapat mengetahui secara lebih mendalam 
mengenai sektor-sektor unggulan yang mengun-
tungkan untuk dikembangkan baik dilihat dari 
sisi pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja dan 
kontribusinya terhadap pendapatan daerah. 

Adam Smith dalam Pressman (2002) menjelas-
kan bahwa aktivitas pemerintah yaitu melaksa-
nakan kegiatan untuk mencegah monopoli, 
memberikan pertahanan dari ancaman luar 
negeri, memberikan ketertiban keamanan inter-
nal dan ketentuan pemerintah atas barang publik. 
Dalam perekonomian moderen Mangkusubroto 
(2008) menyatakan bahwa, peran pemerintah 
dapat digolongkan menjadi peran alokasi, 
distribusi dan stabilisasi, sebab menurut Stiglitz 
(1986) terjadinya kegagalan pasar dapat menim-
bulkan intervensi pemerintah melalui berbagai 
program kegiatan. Selanjutnya dikatakan bahwa 
terjadinya kegagalan tersebut karena: a) peme-
rintah tidak dapat mengantisipasi akibat kebijak-
sanaan yang diambilnya, b) pemerintah terbatas 
di dalam mengendalikan akibat kebijaksanaan, 
c) pemerintah di dalam membuat kebijaksanaan 
sering tidak memiliki kemampuan untuk melak-
sanakannya, d) pemerintah memberikan pela-
yanan pada kelompok tertentu atau kepentingan 
tertentu.  

Kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui penga-
turan anggaran pengeluaran dan penerimaan 
pemerintah. Pada kondisi terjadi inflasi biasanya 
kebijakan fiskal akan berbentuk mengurangi 
pengeluaran pemerintah dan meningkatkan 
pajak. Sebaliknya apabila pengangguran serius 
maka pemerintah berusaha menambah pengelu-
aran dan berusaha mengurangi pajak. Kebijakan 
moneter dapat dilakukan dengan mempengaruhi 
jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. 
Sedangkan pada pengawasan langsung dapat 
dilakukan dengan membuat peraturan-peraturan. 

Dalam perekonomian suatu daerah, peranan 
pemerintah dibutuhkan dalam menyediakan 
legal system atau peraturan-peraturan yang tidak 
dapat disediakan oleh sektor privat dan untuk 
mengantisipasi bila terjadi kegagalan pasar. 
Terjadinya kegagalan pasar disebabkan oleh 
kompetisi yang tidak sempurna, publik goods, 
eksternalitas dan kegagalan informasi. Pada 
kondisi kompetisi tidak sempurna menunjukkan 
bahwa di dalam pasar tidak sempurna dan 
cenderung monopoli, dicirikan oleh harga yang 
terjadi biasanya lebih tinggi dan jumlah produksi 
lebih sedikit Peran Pemerintah diharapkan dapat 
mengatur dan memperbaiki agar kesejahteraan 
masyarakat tidak terdepresiasi. Pada kondisi 
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yang semakin mengecil. Pengeluaran pemerintah 
mencerminkan kebijakan pemerintah, sehingga 
apabila pemerintah telah menetapkan suatu 
kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka 
pengeluaran pemerintah tersebut mencerminkan 
biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksana-
kan kebijakan tersebut.  

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan 
program yang melibatkan segenap lapisan 
masyarakat, sedangkan pemerintah hanya seba-
gai katalisator dan fasilitator untuk menyediakan 
berbagai sarana dan fasilitas pendukung, terma-
suk anggaran belanja dalam rangka terlaksana-
nya pembangunan tersebut. Pengeluaran tersebut 
sebagian digunakan untuk administrasi pemba-
ngunan dan segaian lain untuk kegiatan 
pembangunan. Alokasi belanja terhadap pelaksa-
naan pembangunan tersebut akan meningkatkan 
pengeluaran agregat sehingga mempertinggi 
tingkat kegiatan ekonomi. Meningkatnya kegiat-
an ekonomi, mengakibatkan aliran penerimaan 
pemerintah melalui PAD mengalami pening-
katan. 

Dalam hal alokasi belanja yang telah dilaksana-
kan oleh perangkat daerah di bidang ekonomi, 
pertanyaan yang muncul adalah seberapa besar 
kualitas pembelanjaan yang telah dilakukan telah 
berdampak pada peningkatan indikator pemba-
ngunan ekonomi?.Dengan demikian komposisi 
pembelanjaan menjadi sangat penting dan perlu 
diboboti untuk menganalisa seberapa besar dan 
kuatnya kualitas belanja terhadap capaian 
indikator ekonomi makro yang diinginkan. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari instansi terkait seperti BPS, Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Bappeda Provinsi 
Papua Barat kurun waktu 2012 sampai dengan 2016. 
Untuk mengukur kinerja ekonomi dan keuangan 
digunakan analisis deskriptif dan analisis input 
output. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi 
Menurut Lapangan Usaha 

Struktur perekonomian Provinsi Papua Barat 
selama periode tahun 2010 hingga 2016 
menunjukkan pergeseran kontribusi perekono-
mian. Pada tahun 2010 perekonomian Papua 
Barat didominasi oleh kategori Industri 
Pengolahan (32,70 persen); Pertambangan dan 
Penggalian (27,13 persen); dan Pertanian, Kehu-
tanan, dan Perikanan (11,82 persen); Konstruksi 
(7,76 persen); dan Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (6,62 
persen). Pada tahun 2016 lima ketegori pereko-
nomian yang mempunyai kontribusi terbesar di 
Papua Barat adalah Industri Pengolahan (26,40 
persen); Pertambangan dan Penggalian (19,13 
persen); Konstruksi (14,87 persen); Pertanian, 
Kehutanan, dan Perikanan (10,94 persen); dan 
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 
Jaminan Sosial Wajib (10,51 persen). 

Kategori Industri Pengolahan dan Pertambangan 
dan Penggalian sangat mendominasi struktur 
perekonomian Papua Barat sejak tahun 2010.

 

Gambar 2. Struktur Ekonomi Papua Barat Tahun 2010 dan 2016 
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Adanya komoditas minyak dan gas bumi (migas) 
pada dua kategori lapangan usaha tersebut 
menyumbang lebih dari separuh PDRB Papua 
Barat. Komoditas migas dimaksud adalah gas 
alam cair atau Liquid Netrolium Gas (LNG) 
yang diproduksi oleh LNG Tangguh. 

Peran kategori industri pengolahan dan pertam-
bangan dan galian begitu besar terhadap 
pembentukan PDRB. Pertumbuhan ekonomi 
pada tahun 2010 sempat menyentuh angka 46,6 
persen. Pertumbuhan tertinggi sejak Provinsi 
Papua Barat definitif sebagai daerah otonom 
baru. Setelah tahun 2010, pertumbuhan ekonomi 
Papua Barat terus melambat seiring dengan 
stagnasi produk gas alam cair LNG Tangguh. 
Terlebih dengan dikeluarkannya Undang-
Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada Pasal 
170 dinyatakan bahwa pemegang Kontrak Karya 
wajib melakukan pemurnian mineral dalam 
negeri dalam jangka waktu 5 tahun sejak diun-
dangkannya Undang-undang tersebut. Akibat-
nya, meski lapangan usaha Industri Pengolahan 
dan Pertambangan dan Penggalian masih 
mendominasi perekonomian Papua Barat tetapi 
besaran kontribusi dua kategori lapangan usaha 
ini hingga tahun 2016 semakin berkurang.  

Faktor lain yang mempengaruhi penurunan 
kontribusi Industri Pengolahan dan Pertam-
bangan dan Penggalian pada tahun 2016 karena 
semakin tingginya pertumbuhan kategori 
lapangan usaha lainnya. Kategori Konstruksi, 
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 
dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudang-
an, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 

dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertum-
buhan yang cukup tinggi. 

Pergeseran struktur perekonomian Papua Barat 
juga terjadi pada pembentukan PDRB tanpa 
migas. Pada tahun 2010, struktur perekonomian 
Papua Barat didominasi oleh kategori Pertanian, 
Kehutanan, dan Perikanan (26,66 persen); 
Konstruksi (17,51 persen); Administrasi Peme-
rintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 
(14,94 persen); Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,27 
persen); Industri Pengolahan (6,56 persen). Pada 
tahun 2016, kategori Konstruksi menjadi 
penyumbang terbesar PDRB Papua Barat yaitu 
sebesar 25,57 persen diikuti oleh kategori 
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (18,82 
persen); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 
dan Jaminan Sosial Wajib (18,08); Perdagangan 
Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 
Motor (11,31); dan Transportasi dan Pergu-
dangan (4,86 persen). 

Kontribusi kategori Konstruksi yang sangat 
dominan pada pembentukan struktur perekono-
mian Papua Barat tahun 2016 mengindikasikan 
beberapa hal berikut. Pertama, pembangunan 
infrastruktur kantor-kantor pemerintahan, jalan-
jalan penghubung antar kabupaten, bandara, 
pelabuhan serta pembangunan-pembangunan 
lainnya terus menerus dilakukan sampai saat ini. 
Kedua, pembiayaan pembangunan infrastruktur 
didominasi oleh pemerintah. Hal ini terkait 
dengan 18,08 persen pembentukan PDRB tanpa 
migas tahun 2016 disumbang oleh kategori 
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 
Jaminan Sosial. 

 

Gambar 3. Struktur PDRB Tanpa Migas Tahun 2010 dan 2016 
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Selain Konstruksi, Kategori Pertanian, Kehu-
tanan, dan Perikanan juga memberikan 
kontribusi yang cukup besar terhadap struktur 
perekonomian Papua Barat pada tahun 2016. 
Kontribusi kategori ini sebesar 18,82 persen 
pada tahun 2016. Urgensi pembangunan kategori 
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Papua 
Barat terkait dengan: 1) daya serap tenaga kerja 
tertinggi yaitu 39,50 persen pada tahun 2016; 
dan 2) Sasaran pembangunan nomor 25, 26, dan 
27 RPJMD Provinsi Papua Barat tahun 2012 
sampai dengan 2016 yaitu terwujudnya 
ketahanan pangan wilayah dengan peningkatan 
produktivitas pertanian, perikanan, dan peterna-
kan; meningkatnya kegiatan perkebunan rakyat; 
meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan. 

Struktur dan Pertumbuhan PDRB Menurut 
Pengeluran 

PDRB menurut pengeluaran terdiri dari 
konsumsi akhir rumah tangga, konsumsi akhir 
LNPRT, konsumsi akhir pemerintah, pemben-
tukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto 
(ekspor dikurangi impor). Dengan mengetahui 
struktur PDRB dari sisi pengeluaran maka akan 
diketahui pula peranan kelembagaan dalam 
menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan 
oleh berbagai sektor ekonomi. 

PDRB Papua Barat pada tahun 2016 mencapai 
66,64 triliun rupiah. Dari total PDRB tersebut 
terdapat empat komponen pengeluaran terbesar 
yang membentuknya. Pertama, pengeluaran 
ekspor ke luar negeri mencapai 23,36 triliun 

rupiah (35%). Kedua, pengeluaran konsumsi 
rumah tangga mencapai 18,54 triliun rupiah 
(27%). Ketiga, pengeluaran konsumsi pemerin-
tah mencapai 14,76 triliun rupiah (22%). 
Keempat, pembentukan modal tetap bruto 
mencapai 13,99 triliun rupiah (21%). Sementara 
net ekspor antar daerah defisit -5,97 triliun 
rupiah. 

Selama tahun 2010 – 2016 terdapat pergeseran 
distribusi komponen pengeluaran PDRB. 
Pergeseran terbesar terdapat pada komponen 
pengeluaran pemerintahah dan pembentukan 
modal tetap bruto. Pada tahun 2010, share 
komponen pengeluaran pemerintah 16,40 persen 
dari total PDRB sebesar 41,36 triliun rupiah. 
Pada tahun 2016, share komponen ini bertambah 
5,75 poin menjadi 22,15 persen dari total PDRB 
sebesar 66,64 triliun rupiah. Seiring dengan 
pertambahan kontribusi komponen pengeluaran 
pemerintah ini diikuti oleh pertambahan share 
komponen pengeluaran untuk pembentukan 
modal tetap bruto dari 16,57 persen pada tahun 
2010 menjadi 21 persen pada tahun 2016. 

Besarnya share komponen pengeluaran peme-
rintah dan pembentukan modal bruto selama 
tahun 2010 – 2016 berkaitan dengan fokus 
pembangunan fisik di Provinsi Papua Barat. 
Kantor Gubernur Papua Barat berlantai 5 yang 
terletak di bukit Arfai II, Manokwari, diresmikan 
oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, 
Senin, 19 Oktober 2015. Kantor dengan luas 
26.663 meter persegi tersebut dibangun menggu-
nakan anggaran tahun jamak selama 12 tahun 

 

 
Gambar 4. Struktur PDRB Pengeluaran Tahun 2010 dan Tahun 2016 
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yang mencapai hampir setengah triliun atau 445 
miliar rupiah. Demikian juga dengan proyek 
pembangunan jalan trans Papua Barat – Papua 
turut berkontribusi pada besarnya pengeluaran 
konsumsi pemerintah sekaligus pembentukan 
modal tetap bruto. Jalan Trans-Papua adalah 
jalan nasional yang menghubungkan Provinsi 
Papua Barat dan Provinsi Papua, membentang 
dari Kota Sorong di Provinsi Papua Barat hingga 
Merauke di Provinsi Papua dengan total panjang 
mencapai 4.330,07 kilometer (km). Dari total 
panjang tersebut, terbagi atas 3.259,45 km di 
Provinsi Papua dan 1.070,62 km di Provinsi 
Papua Barat. Alokasi untuk Papua Barat, pada 
tahun 2015 untuk alokasi infrastruktur jalan dan 
jembatan Rp 2,48 triliun. Tahun 2016 alokasi 
Papua Barat sebesar Rp 1,28 triliun untuk 
infrastruktur jalan dan jembatan. 

Peran komponen ekspor dalam pembentukan 
PDRB Pengeluaran di Papua Barat sangat 
dominan. Komoditas unggulan yang menjadi 
barang ekspor antara lain gas alam cair; Kakau, 
Coklat; Bijih, Kerak, dan Abu Logam; Perhiasan 
atau permata; Kayu, barang dari Kayu; dan Ikan 
dan Udang. Total ekspor Papua Barat pada tahun 
2016 mencapai 45,38 triliun rupiah. Ekspor 
terbesar berupa gas alam cair. Tiga negara tujuan 
utama ekspor Papua Barat adalah Jepang, 
Tiongkok dan Korea Selatan. Sebesar 99,81 
persen ekspor Papua Barat bersumber dari 
migas. 

PDRB Per Kapita 

PDRB per kapita adalah rata-rata pendapatan 
yang diterima oleh setiap penduduk di suatu 
wilayah selama satu tahun. Indikator ini diguna-

kan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran 
masyarakat secara makro. Semakin tinggi 
pendapatan yang diterima penduduk di suatu 
wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah 
yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah 
baik. PDRB per kapita diperoleh dengan cara 
membagi PDRB dengan jumlah penduduk 
pertengahan tahun.  

Tren PDRB per kapita di Provinsi Papua Barat 
dapat dilihat pada Tabel 1, terlihat bahwa PDRB 
per kapita Provinsi Papua Barat mengalami 
peningkatan pada setiap tahunnya. Pada tahun 
2012, PDRB atas dasar harga berlaku per kapita 
Provinsi Papua Barat adalah sebesar Rp 58,76 
juta per orang, kemudian meningkat menjadi Rp 
74,59 juta per orang pada tahun 2016. PDRB per 
kapita tersebut tampak sangat besar. Hal ini 
disebabkan karena dominasi PDRB Papua Barat 
adalah dari kategori industri pengolahan di mana 
salah satu sumber utamanya adalah produksi gas 
dari LNG tangguh. PDRB per kapita dengan 
menyertakan Migas di dalamnya menghasilkan 
indikator semu karena tidak menggambarkan 
kemakmuran masyarakat Papua Barat seutuhnya. 

Dengan meniadakan pengaruh Migas pada 
PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB per 
kapita Papua Barat tidaklah sebesar di atas. 
PDRB per kapita tahun 2016 terkoreksi menjadi 
43,36 juta rupiah per orang per tahun. Terdapat 
selisih hingga 31,23 juta rupiah per kapita per 
tahun antara PDRB per kapita. dengan migas 
dan tanpa migas. Hal ini menandakan bahwa 
investasi yang bersumber dari penanaman modal 
asing mendongkrak PDRB sangat besar tetapi 
kurang berdampak pada peningkatan tingkat 
kesejahteraan penduduk.  

 

Tabel 1. PDRB ADHB Per Kapita Papua Barat Tahun 2012 – 2016 

Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 

Penduduk 806.995 828.293 849.809 871.510 893.362 

PDRB Dengan Migas ADHB (Juta Rp)  47.421.091 52.997.659 58.180.964 62.889.889 66.635.513 

PDRB Tanpa Migas ADHB (Juta Rp)  23.151.730 26.637.142 30.670.155 34.900.590 38.736.574 

PDRB Dengan Migas ADHB Per 
Kapita (Juta Rp) 

58,76 63,98 68,46 72,16 74,59 

PDRB Tanpa Migas ADHB Per Kapita 
(Juta Rupiah) 

28,69 32,16 36,09 40,05 43,36 

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2016 
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Efisiensi Belanja Daerah  

Pengertian efisiensi berhubungan dengan konsep 
produktifitas, dengan menggunakan perban-
dingan antara output yang dihasilkan terhadap 
input yang digunakan (cost of output). Proses 
kegiatan operasional dapat dikatakan efisien 
apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu 
dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya 
dan dana yang serendah-rendahnya (spending 
well). Alokasi belanja seperti pada tabel 2 
diharapkan dapat meningkatkan Pertumbuhan 

ekonomi, penurunan jumlah kemiskinan, pening-
katan lapangan pekerjaan/penurunan angka 
pengangguran penduduk serta distribusi penda-
patan yang semakin sempit di Papua Barat. 
Berdasarkan data BPS bahwa laju pertumbuhan 
PDRB cenderung mengalami penurunan padahal 
alokasi belanja selama tahun 2012 s.d 2016 
mengalami peningkatan. Dapat dikatakan bahwa 
laju pertumbuhan ekonomi Papua Barat 
mengalami perlambatan selama lima tahun 
terakhir.

 

Tabel 2. Porsi Alokasi Belanja Terhadap Masing-Masing Urusan Selama Tahun 2012 - 2016 

No Urusan 
Tahun (%) 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Pendidikan  2,01 1,70 2,01 1,29 2,25

2 Kesehatan 1,69 1,79 2,98 2,91 3,04

3 Pekerjaan Umum  10,73 10,74 13,67 17,07 18,00

4 Perumahan 0,00 0,09 0,41 0,53 1,79

5 Penataan Ruang 0,10 0,22 0,08 0,15 9,47

6 Perencanaan Pembangunan 1,12 1,02 0,72 0,69 0,50

7 Perhubungan  2,38 2,08 2,54 1,19 1,89

8 Lingkungan Hidup  0,44 0,51 0,40 0,37 0,30

10 Kependudukan dan Catatan Sipil  0,45 0,35 0,34 0,27 0,27

11 Pemberdayaan Perempuan  0,53 0,52 0,42 0,36 0,33

13 Sosial  0,79 0,53 0,51 0,57 0,52

14 Tenaga Kerja 0,10 0,00 0,03 0,06 0,03

15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  0,76 0,42 0,43 0,52 0,32

16 Penanaman Modal  0,29 0,25 0,34 0,39 0,31

17 Pariwisata 0,06 0,26 0,15 0,00 0,00

18 Kebudayaan dan Pariwisata 0,00 0,36 0,40 0,32 0,39

19 Pemuda dan Olah Raga  0,01 0,62 1,68 0,39 0,36

20 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri  0,01 0,48 0,33 1,27 1,15

21 Pemerintahan Umum  73,83 67,10 61,84 63,17 59,28

23 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  1,71 1,39 0,98 1,54 1,33

24 Kearsipan  0,09 0,13 0,14 0,00 0,00

25 Komunikasi dan Informatika  0,29 0,23 0,26 0,00 0,24

26 Ketahanan Pangan 0,37 0,37 0,28 0,23 0,26

27 Perpustakaan 0,50 0,58 0,19 0,27 0,39

28 Pertanian  0,85 0,97 1,02 1,07 1,08

29 Kehutanan  0,87 0,61 0,47 0,76 0,87

30 Energi dan Sumberdaya Mineral  0,68 1,72 1,43 0,54 0,41

31 Kelautan dan Perikanan  0,97 1,16 2,36 2,58 2,45

32 Perdagangan  0,14 0,50 0,20 0,22 0,20

33 Perindustrian  0,33 0,37 0,33 0,19 0,25

34 Transmigrasi 0,24 0,00 0,28 0,28 0,00
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Lambannya penurunan tingkat kemiskinan di 
Papua Barat karena tingkat ketimpangan 
pendapatan yang cenderung meningkat selama 
kurun 2007 - 2017. Tingkat ketimpangan penge-
luaran Papua Barat masuk dalam kategori 
sedang dalam arti kontribusi pengeluaran 
didominasi oleh kelompok sedang dan kelompok 
atas. Dapat dikatakan bahwa, hasil-hasil pem-
bangunan di Papua Barat lebih banyak dinikmati 
oleh kelompok menengah dan kelompok atas. 

Guna memperlancar proses pembangunan di 
Provinsi Papua Barat, pemerintah menyusun dan 
melakukan kebijakan anggaran, hal ini karena 
pemerintah menginginkan Provinsi Papua Barat 
menjadi suatu daerah yang makmur, mandiri dan 
rakyatnya hidup sejahtera. Dalam melaksanakan 
kebijakan tersebut terdapat kendala-kendala 
yang dianggap menjadi tantangan fiskal yang 
ada di Provinsi Papua Barat, kendala tersebut 
yaitu: 

1. Sumber Daya Manusia 

Perkembangan kuantitas sumber daya manusia 
dapat menjadi pendorong maupun penghambat 
pembangunan. Perkembangan kuantitas pendu-
duk yang cepat tidak disertai dengan peningkat-
an kualitas penduduk dapat menjadi penghambat 
dalam pembangunan ekonomi. Karena kuantitas 
penduduk yang tinggi dengan kualitas yang 
tinggi dapat meningkatkan produksi yang 
dihasilkan secara agregat, yang pada akhirnya 
menggerakkan roda perekonomian tinggi. 

Dari data yang dirilis BPS Provinsi Papua Barat, 
laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di 
kota Sorong sebesar 4,38% sedangkan terendah 
di Kabupaten Tambrauw sebesar 2,02%. 
Sedangkan untuk Kabupaten Manokwari memi-
liki laju pertumbuhan penduduk kelima yaitu 
3,72%.  

Sebaran penduduk di Provinsi Papua Barat, 
sebaran tertinggi di Kota Sorong sebanyak 
25,31% dan Kabupaten Manokwari sebanyak 
24,74%. Berdasarkan latar belakang pendidikan 
terakhir, persentase penduduk yang bekerja 
sebagian besar berpendidikan rendah. Rilis BPS 
Provinsi Papua Barat 43,53% penduduk yang 
bekerja berlatar belakang pendidikan rendah 
sedangkan 11,21 % yang berpendidikan diploma 
dan sarjana.  

2. Infrastruktur  

Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 13 
Kabupaten/Kota dengan luas daerah 97.024,37 
km2 dimana infrastruktur menjadi salah satu 
faktor penghambat pembangunan dan juga 
menjadi tantangan fiskal di Provinsi Papua 
Barat. Terlihat bahwa kurangnya infrastruktur 
serta sarana dan prasarana yang baik di Provinsi 
Papua Barat menjadi penghambat masuknya 
investor untuk berinvestasi di Papua Barat. 
Sehingga saat ini salah satu yang dilaksanakan 
adalah perbaikan infrstruktur disegala bidang 
baik dari transportasi darat yaitu pembukaan 
jalan penghubung antar kabupaten, transportasi 
laut yaitu perbaikan dan pembuatan pelabuhan 
kapal yang permanen dan transportasi udara 
yaitu pembukaan bandar udara perintis di 
seluruh kabupaten baru. Diharapakan dengan 
perbaikan infrastruktur maka pertumbuhan 
ekonomi diseluruh daerah di Provinsi Papua 
Barat akan cepat berkembangan. 

3. Sarana Komunikasi dan Informasi, Serta 
Jaringan Listrik  

Ketersediaan sarana komunikasi dan Informasi, 
serta jaringan listrik sangat penting dalam 
perkembangan suatu daerah. Untuk saat ini salah 
satu kendala pembangunan di Provinsi Papua 
Barat adalah rendahnya ketersediaan sarana 
komunikasi dan informasi serta jaringan listrik. 
Kurangnya sarana tersebut berdampak pada 
lambatnya diperoleh informasi yang dapat dija-
dikan acuan untuk perkembangan suatu daerah. 
Contohnya, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten 
Teluk Bintuni, Kabupaten Sorong Selatan, dan 
Kabupaten Teluk Wondama sarana informasi 
dan jaringan listrik sangat minim, sehingga 
pelayanan kepada masyarakat menjadi lambat, 
dan daya tarik bagi investor menjadi rendah.  

4. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan 
Distribusi Pendapatan 

Pertumbuhan PDRB menggambarkan pertum-
buhan ekonomi di suatu wilayah. Selama 
beberapa tahun terakhir laju pertumbuhan PDRB 
di Provinsi Papua Barat cenderung menurun 
dengan disertai kesenjangan distribusi penda-
patan. Hal itu disebabkan kontribusi pertum-
buhan utama disumbang oleh sumberdaya alam 
atau yang menerima manfaat pertumbuhan 
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ekonomi adalah sebagian kecil lapisan masya-
rakat. Indikator pertumbuhan ekonomi (PDRB) 
yang diikuti dengan tingginya kesenjangan 
distribusi pendapatan ditunjukkan oleh angka 
Gini Ratio beberapa daerah di Papua Barat . 

5. Pertanian 

Sebagian besar daerah di Papua Barat kontribusi 
lapangan usaha pertanian terhadap PDRB daerah 
masing-masing sangat tinggi, hal ini mengindi-
kasikan bahwa sumber utama pendapatan 
sebagaian besar masyarakat dihasilkan dari 
sektor pertanian. Namun daerah yang kontribusi 
lapangan usaha pertanian terhadap PDRB daerah 
masing-masing tinggi, apabila dibandingkan 
dengan lapangan usaha pertanian PDRB provinsi 
kontribusinya sangat rendah.  

Kebijakan alokasi anggaran belanja negara pada 
APBN tahun 2012 diarahkan kepada upaya 
mendorong pertumbuhan di daerah melalui 
pengembangan koridor ekonomi, membangun 
infrastruktur yang mendukung terwujudnya 
keterhubungan wilayah (globally connected and 
domestically integrated) dan mendorong perce-
patan pembangunan di Papua Barat. Dampak 
dari kebijakan tersebut, yaitu Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan 
merupakan kementerian yang alokasi Belanja 
Modal DIPA terbesar di Papua Barat, yaitu 
secara agregat pada tahun 2011 sebesar 83%, 
tahun 2012 sebesar 88,69%, tahun 2013 sebesar 
84,55% dan tahun 2014 sebesar 91,84%.  

Kebijakan terwujudnya keterhubungan wilayah 
sangat mendukung lapangan usaha pertanian 
karena petani dapat lebih mudah memasarkan 
hasil pertanian. Oleh karena itu perlu dipikirkan 
untuk meningkatkan alokasi di sektor pertanian, 
sehingga keterhubungan antar wilayah tersebut 
dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 
petani. 

Efektifitas Belanja Daerah 

Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan 
pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil 
guna). Efektifitas merupakan hubungan antara 
keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus 
dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif 
apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan 
sasaran akhir kebijakan (spending wisely). 
Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan 
akibat dan dampak (outcome) dari keluaran 
(output) program dalam mencapai tujuan 
program (Mardiasmo 2009). 

Alokasi belanja berdasarkan urusan yang telah 
dikonversi kedalam sektor ekonomi menunjuk-
kan bahwa porsi administrasi pemerintahan lebih 
mendominasi yang secara nominal selama 5 
tahun mengalami peningkatan seperti pada 
Lampiran 2. Pengalokasian belanja di Provinsi 
Papua Barat memiliki kriteria efektifitas yang 
bervariasi selama tahun 2012 sampai dengan 
tahun 2016. Pada tahun 2011 sampai tahun 2016 
tingkat efektifitas berada dalam kriteria yang 

Tabel 3. Proporsi Alokasi Belanja Berdasarkan Urusan 

No Ususan 
Tahun (%) 

2012 2013 2014 2015 2016 
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,98 3,21 4,24 4,68 4,32 
2 Pertambangan dan Galian 0,67 1,78 1,47 0,54 0,38 
3 Perdagangan  0,13 0,51 0,21 0,22 0,19 
4 Konstruksi 12,81 13,21 16,68 18,41 18,47 
5 Industri Pengolahan 0,32 0,38 0,34 0,19 0,23 
6 Real estate 0,00 0,09 0,42 0,53 1,66 
7 Administrasi Pemerintahan, 73,81 70,54 64,60 65,24 56,30 
8 Informasi dan Komunikasi 0,28 0,23 0,27 0,00 0,22 
9 Jasa Pendidikan  2,47 2,99 4,00 1,96 2,78 

10 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,42 2,40 3,59 3,51 3,31 
11 Jasa Keuangan 1,02 0,69 0,79 0,92 0,58 
12 Jasa Lainnya 3,08 3,97 3,40 3,79 11,56 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Gambar 10. Komposisi Output Provinsi Papua Barat 

 

Sektor yang memberikan Angka pengganda 
pendapatan menunjukkan bahwa bahwa tersebut 
dapat memberikan efek maksimal terhadap 
peningkatan pendapatan penduduk di Provinsi 
Papua Barat. Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yaitu 
sebesar 0,716 menunjukkan bahwa peningkatan 
permintaan akhir atas output sektor tersebut 
sebesar 1 juta rupiah berdampak pada pening-
katan pendapatan di seluruh sektor sebesar 716 
ribu rupiah. Artinya peningkatan alokasi belanja 
selama 5 tahun terakhir yang menyebabkan 
peningkatan pendapatan penduduk di Provinsi 
Papua Barat. Begitu halnya pula dengan jasa 
pendidikan, jasa lainnya, konstruksi, pertanian 
dan perdagangan.  

Sektor yang meberikan penyerapan tenaga kerja 
yang tinggi adalah Pertanian, jasa lainnnya dan 
industri artinya alokasi belanja pada sektor 
tersebut dapat meningkatkan penyerapan tenaga 
kerja bagi penduduk di Papua Barat. Tenaga 
kerja yang terbentuk ketika Ekspor mencapai 
sekitar 146 ribu yang didominasi oleh sektor 
pertanian, perdagangan dan jasa.Peningkatan 
eksport akan memacu ketiga sektor tersebut 
artinya dengan tambahan alokasi belanja pada 
sektor-sektor tersebut dapat meningkatkan 
penyerapan tenaga kerja.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian analisis ekonomi dan fiskal 
di Provinsi Papua Barat maka beberapa 
kesimpulan yang dapat di tarik yaitu: 

1)  Selama 5 tahun terakhir pertumbuhan ekono-
mi mengalami perlambatan disebabkan keter-
gantungan perekonomian Papua Barat lebih 
didominasi oleh sektor migas, pertambangan 
yang selama kurun waktu tersebut mengalami 
penurunan output. 

2)  Indikator pembanguan tingkat pengangguran 
cenderung menurun dan berfluktuasi disebab-
kan oleh menurunnya jumlah eksport pada 
sektor sektor migas dan pertambangan 
sehingga mempengaruhi penyerapan tenaga 
kerja pada semua sektor dan terjadi pening-
katan output pada sektor pertanian, konstruk-
si dan administrasi pemerintah serta jasa 
lainnnya. 

3)  Peningkatan alokasi belanja modal selama 5 
tahun terakhir tidak konsisten dan lebih 
banyak dialokasikan untuk pengadaan mesin, 
bangunan dan tanah sehingga kurang membe-
rikan dorongan terhadap penciptaan output 
pada sektor-sektor yang produktif,  

4)  Alokasi belanja terhadap sektor strategis 
pertanian hanya 3 s,d 4.6 persen dari alokasi 
belanja selama 5 tahun yang mengakibatkan 
pendapatan golongan menengah kebawah 
mengalami stagnan, 5) Efektifitas alokasi 
belanja kurang sinkron dengan tujuan yang 
dicapai karena alokasi belanja lebih didomi-
nasi oleh belanja administrasi pemerintah. 
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